
Menurut Sekda Kota Yogya

Ir Aman Yuriadijaya MM,

PBB memiliki ekosistem

yang tidak bisa dipisahkan.

Masing-masing terdiri dari

unsur pemerintah daerah ter-

masuk aparatur di wilayah,

kalangan perbankan mau-

pun PT Pos Indonesia serta

masyarakat selaku wajib pa-

jak. "Betapa PBB menjadi sa-

ngat khusus bagi kami kare-

na menyentuh hampir selu-

ruh lapisan masyarakat di

Kota Yogya. Sehingga ini

merupakan kerja bersama

yang harus didorong oleh

seluruh ekosistem tadi," tan-

dasnya di sela penyerahan

SPPT PBB Kota Yogya 2024,

Selasa (30/1).

Dari total 97.362 lembar

SPPT PBB tersebut nilai

ketetapan pajaknya menca-

pai Rp 145,6 miliar. Semen-

tara target yang sudah men-

jadi kesepakatan bersama

antara eksekutif dan legislatif

untuk perolehan PBB tahun

ini ialah minimal Rp 120 mili-

ar. Pada tahun 2023 lalu real-

isasi PBB mencapai Rp 111,7

miliar. Sedangkan distribusi

SPPT PBB dilakukan secara

simbolis kepada para lurah

dan mantri pamong praja.

Pada kesempatan itu sekali-

gus diserahkan Surat Setor-

an Pajak Daerah (SSPD)

kepada Pemimpin Cabang

Senopati Bank BPD DIY

Gunawan H Baskoro, didam-

pingi dari Bank Jogja, Bank

BNI dan Bank Mandiri.

Aman menegaskan peran

bersama dari seluruh ekosis-

tem harus mampu dite-

gakkan. Hal ini karena seba-

gai salah satu penopang ke-

mampuan fiskal daerah, per-

olehan PBB akan berpe-

ngaruh terhadap keberlang-

sungan layanan pemerintah-

an. 

"Harus kami akui, ada dua

tiang yang menopang ke-

mampuan fiskal yakni PBB

ini dan pajak hotel restoran.

Tanpa dua penopang itu ma-

ka berbagai aspek pelayanan

menjadi tidak bisa berjalan

secara optimal," imbuhnya.

Dirinya mencontohkan be-

berapa isu strategis yang ha-

rus dihadapi oleh Kota Yogya

pada tahun ini. Salah satu-

nya ialah pengelolaan per-

sampahan di mana mulai

April tahun ini sudah dimulai

desentralisasi di tiap daerah.

Sebelumnya, pengelolaan

sampah di Kota Yogya ber-

gantung pada TPAPiyungan

dengan nilai Rp 25.000 per

ton. Sedangkan ketika sudah

mulai desentralisasi maka ni-

lai untuk mengelola sampah

bisa melonjak hingga Rp

450.000 per ton. Oleh karena

itu beban keuangan daerah

tentu juga akan semakin be-

rat.

Di samping itu aspek

pelayanan yang berkaitan de-

ngan peningkatan daya saing

ekonomi di Kota Yogya juga ti-

dak bisa dikesampingkan. Di

antaranya melalui berbagai

program pengembangan

berbasis kawasan mulai dari

Kotagede, Kotabaru, Paku-

alaman dan lainnya.  dari pe-

ningkatan daya saing ekono-

mi, imbuh Aman, tak lain

ialah untuk menjamin ting-

kat kesejahteraan masyara-

kat. "Jadi apa yang sudah

menjadi kewajiban dari wajib

pajak itu nantinya juga di-

kembalikan ke masyarakat

dalam bentuk pelayanan,

pembangunan maupun

membangun ekosistem eko-

nomi. Oleh karena itu butuh

dukungan dan sinergitas

agar program PBB dapat ber-

jalan dengan baik," terang-

nya.

Plt Kepala Badan Penge-

lolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kota Yogya

Wasesa, menyebut pihaknya

sudah membuka pelayanan

pembayaran PBB bersama

kalangan perbankan, PT Pos

Indonesia termasuk kanal

pembayaran digital. Akan

tetapi masih ada beberapa

masalah teknis yang kerap

dihadapi seperti wajib pajak

yang belum tertib dalam

membayarkan pajaknya ser-

ta kebiasaan pembayaran

PBB jelang jatuh tempo pada

September.                     (Dhi)-f
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97.362 LEMBAR SPPT PBB KOTAYOGYA 2024 DIDISTRIBUSIKAN

Topang Fiskal Daerah, Butuh Sinergitas Masyarakat
YOGYA (KR) - Sebanyak 97.362 lembar

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogya
2024 mulai didistribusikan ke wajib pajak.
Jenis pajak tersebut merupakan salah satu
tiang yang menopang kemampuan fiskal da-
erah sehingga dibutuhkan sinergitas bersama
masyarakat.

YOGYA (KR) - Jalur perjalanan kereta

cepat Whoosh Jakarta-Bandung rencananya

akan diperpanjang hingga Yogya dan

Surabaya. Dengan demikian selain bisa

memberikan kemudahan kepada masyara-

kat serta membuat konektivitas semakin

bervariasi. Hal itu akan menambah minat

masyarakat untuk menggunakan trans-

portasi tersebut.

"Wisatawan tidak lagi mengandalkan

kendaraan pribadi yang menambah beban

jalan saat berkunjung ke DIY. Konse-

kuensinya, Yogya harus siap dengan angkut-

an umum atau angkutan untuk berbagi," ka-

ta Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi

dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Arif

Wismadi di Yogyakarta, Selasa (30/1).

Arif mengatakan, selain beberapa hal di

atas kualitas amenitas, sarana prasarana

dan semua layanan wisata harus naik kelas.

Termasuk UMKM yang menyediakan kebu-

tuhan untuk pengunjung harus menaikkan

kelas layanan dan produk komoditasnya, se-

mua harus menunjukkan keistimewaan.

Apabila hal itu bisa dilakukan dengan baik,

diharapkan Yogya bisa mendapatkan ba-

nyak manfaat dari adanya kereta cepat

tersebut.

Lebih lanjut Arif menambahkan, secara

geometrik kereta cepat lintas Jawa lebih mu-

dah dibuat di pantai Utara. Karena landai,

sehingga jika dibuat melintasi kota Yogya

maka itu menjadi sangat istimewa karena

lintas selatan lebih banyak terrain sehingga

tidak bisa lebih lurus. Jika menggunakan

trase yang sama selain geometriknya ku-

rang menguntungkan, infrastruktur lama

dengan lebar jalur kereta konvensional 1.067

mm tidak bisa dipakai karena harus meng-

gunakan 1.435 mm seperti di China.

"Supaya geometriknya cocok dengan ke-

cepatan maka trase berubah, dibuat lebih lu-

rus dan sebagian akan elevated menjaga ke-

landaian. Konsekuensinya pada biaya kon-

struksi, meski risiko lingkungan bisa lebih

ditekan karena elevated," terangnya. (Ria)-f

KR-Ardhi Wahdan

Ir Aman Yuriadijaya MM menyerahkan SSPD PBB kepada

Gunawan H Baskoro didampingi Bank Jogja, Bank BNI

dan Bank Mandiri.

Kereta Cepat Terkoneksi, UMKM Naik Kelas


